
WALIKO' I A <iORON 1 A L O 

PERATURAN W A L I K O T A GORONTALO 

NOMOR i T A H U N 2012 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

1A11 UN ANGGARAN 2.012 

DENG A N R A H M A T I'D HAN Y A N G M A I IA I S A 

WALIKOTA GORONTALO. 

Mcnimbang'. a. bahwa untuk melaksanukan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah mengajukan 

Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk mernperoleh Persetujuan Bersama; 

b, bahwa Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan. sebagaimana dimaksud dalani 

huruf a inerupakan pcrwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakatvumum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan piafon anggaran maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu penjabaran: 

c. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu niembentuk Peraturan Walikota Gorontalo 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012: 

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Penibentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. l ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Beba.s dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. 

tdit'itmhaii Lcinuaiau Ncgaia Republik Indonesia Nomui 4355). 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

lahun 2004 Nomor 104. Tambahan l embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125. Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 lahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. lambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimhangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Lahun 2004 Nomor 126. Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, l ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Lahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Utnum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 lahun 2005 tentang Sistem infbrmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577): 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

19. Pctaiuran Pemerintah Nomor 65 lahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 



- 4 -

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemhinaan dan Pengawasan Pen\ elenggaraan Pemerintahan Daerah 

(l embaran Negara Republik Indonesia lahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595): 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3(7Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

uengan t'eraturan tvienien umum iNegeu I N U I M U I ^ I laiiun _0! I ; 

* 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Lahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian I'unjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional : 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

l ahun Anggaran 2012 ; 

26. Peraturan Daerah Nomor 1 lahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 1) : 

M E M U T U S K A N ; 

Mcnetapkan : PERATURAN W A L I K O T A TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

T A H U N A N G G A R A N 2012. 



Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas : 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 

Junilah Pendapatan Rp 

2. Belanja : 

a. Belanja tidak langsung : 

1. Belanja pegawai sejumlah Rp 

2. Belanja Bunga sejumlah Rp 

3. Belanja Subsidi sejumlah Rp 

4. Belanja Hibah sejumlah Rp 

5. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 

6 Belanja bagi basil sejumlah Rp 

7. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 

8. Belanja tak terduga sejumlah Rp 

Jumlah Belanja tidak langsung Rp 

* 

87.000.000.000.00 

415.139.035.087.00 

57.130.087.160,00 

559.269.122.247,00 

355.264.584.144.00 

750.000.000,00 

.00 

2.35O.OOO.0OO.O0 

1.487.500.000.00 

.00 

.00 

4.800.000.000.00 
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b. Belanja langsung : 

1. Belanja pegawai sejumlah 

2. Belanja barang dan jasa sejumlah 

3. Belanja Modal sejumlah 

Jumlah belanja langsung 

Jumlah belanja 

Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan sejumlah 

b. Pengeluaran sejumlah 

Jumlah pembiayaan Neto 

Sisa lebih pembiay aan anggaran tahun berkenaan 

R P . 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp 

RP . 

Rp 

Rp 

42.332.848.817.00 

77.991.5.31.314,00 

80.480,124.365.00 

200.804.504.496.00 

565.456.588.640.00 

(6.187.466.393.00) 

31.816.697.501.00 

25.629.231.108.00 

6.187.466.393.00 

00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .sebagaimana dimaksud dalani Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinei lebih Ian jut dalani lampiran 11 Peraturan Walikota ini. 

Pasal4 

Lampiran sebagaimana tersehut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumcn Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketemrmn perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengelahuinya. meincrintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalani Berita Daerah Kota Gorontalo 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 9 Januari 2012 


